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BUPATI PESISIR SELATAN
PROPINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 460/ [1§ /Kpts/BPT-PS/2018

TENTANG
PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS KABUPATEN LAYAK ANAK
DI KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2018

BUPATI PESISIR SELATAN,

Menimbang . bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1)
Peraturan Bupati Pesisir Selatan tentang Kabupaten Layak
Anak, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan
tentang Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak di Kabupaten
Pesisir Selatan Tahun 2018;

Mengingat + 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam

Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957

Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun
1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957
Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958
} (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958
Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Repum
Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang
Kesejahteraan Anak (Lembaran N&gam Republik
Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembarar
Negara Republik Indonesia Nomor 3143), i

3. Undang-Undang Nomor 23 Tal

Perlindungan Anak (|
Indmem Tahtm M

......
||||
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4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4235);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679)

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintah ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Nomor
Lembaran Negara Republik Indonesia 5601);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang
Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban
Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);

9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan F uan
dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Namar M
Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SF
Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan M

Korban Kekerasan (Berita Negara Republik I
TahunQOlONomrSﬁ}, -

Scanned by TapScanner



13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12
Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak
Anak;

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13
Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan
Kabupaten/Kota Layak Anak;

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 14
Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten
/Kota Layak Anak;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8
Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2
Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak;

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor S0 Tahun 2017
tentang Kebijakan Pengembagan Kabupaten Layak
Anak;

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9
Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja

Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran
2018;

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2017

Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Bdm
Daerah Tahun Anggaran 2018;
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KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dari Gugus Tugas
Kabupaten Layak Anak menganut azas kesetaraan,
kebersamaan dan demokrasi serta dapat mengadakan
hubungan kerjasama dengan lembaga sosial masyarakat,
dunia usaha, media massa, perguruan tinggi dan instansi
lain yang dianggap perlu.

Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan pada masing-
masing Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2018.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan i: PAINAN
Pada Tan : Januari 2018

BUPATI IR SELATAN,
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: KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR : 460/ 18 /Kpts-BPTPS/2018
TANGGAL : Januari 2018 DR o
TENTANG : PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS KABUPATEN LAYAK ANAK DI KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN

KEDUDUKAN DALAM GUGUS URAIAN TUGAS
TUGAS KABUPATEN LAYAK ANAK

Koordinator Penanggung Jawab

dan | Wakil Koordinator Penanggung
Jawab
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"; Badan Pengelolaan Keuangan

Knbupatcn Pesisir Selatan
|

Wakil Ketua

[5 |Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan
| Perempuan dan Perlindungan Anak

| Kabupaten Pesisir Selatan

Sekretaris

Koordinator
Kluster [ :
Kebebasan

BidangHakSipﬂdan
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Perkebunan
b. Dinas Peternakan dan Kesehatan .
Hewan
Dinas Lingkungan Hidup
Dinas Pangan
e. Kepala Bagian Kesejahteraan
Rakyat Sekretariat Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan

™9

Scanned by TapScanner



Kabupaten Pesisir Selatan

Polres Pesisir Selatan
Anggota:
a. Kejaksaan Negeri Painan
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= A1 ATl
—

Koordinator
Kluster V : Bidang Perlindungan
Khusus
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